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PERATURAY DAERAH
KABUPATFN DAERAH TINCKAT IT KRBUMEN
NOMOR : 05 TAHUN 1981
TENTANG -

- SUSUNAN ORGANISASI DAV TATA KERJTA DINAS PENDAPATAN .

DAERAH KABUPATEN DAERLAH TINGKAT - IT KEBUMEN,

Menfmbang,vrha.

C.

. DENGIN RIKHMAT ‘TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KFPALL DIRRIH TINGKAT . TT KEBUMEN

bahwa dengan semakin meningkatnya wsaha pembangunan Daew
rall yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerinﬁah~nqg

rah sebagai perwujudan dari kegiatammya menuju kearah =

otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung Fawab, verlu

dilakukan penyerasian wsaka pemupukan dana guna membiayai
pembanguran dimaksud j - ' g « '

bahwa untuk kenentingan pembinaan dan.pengawasan tehnis -
nelaksamaan pumgutan Daerah perlu diwujudkan damr dikem -
bartgkan hubungan fungsionil Dimas Daersh Tingkat IT dan -
Daerah Tingkat T

bahwa berhubung dengan itu déIam.fangﬁa pemingkatan déya,:f
gura- dan hasil guna Dinas Pendapatam Daerah Tingkat IT se

" .bagai aparat. pemupukan pendavatan Daerah Tingkat IT perlw

Men singat ¢ I,

2o,

ditetankan susuman organisasi dan Tata kerja Dinas Pendd=
patan Daeral Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumem dalam Pe
raturan Daerah. - ' :

£
[ i

UmdanghUndang.No, 5 Tahurm 1974 tentané'PpkokaPokok Peme -
rintahan di Daerah ; ) .

fUndanghUhdang No. I3 Pahun 1950 tentang Pembentukan Dae -

.« rabh-daerah Kabupnaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

3.

Li’o

. 3 PoIa'OrganiSasi’?emerintah dan Wilayah
5.

.Jo. Peraturan Pemerintah Womor 32 . Tahun 19505

Keputusan Menteri Dalam Negeri Wo. 14° Tahum 1971 tentang-
Bentuk Peraturan Daerah ; .- #2008 ' )

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun IQ??.tentang

Keputusan-Menteri D&larr Wegeri No, 363 Tahumr 1977 tentang
Pedoman Pembentukan,:quunan Organisasi dan Tata_Kerja pi

- nas Daerah

Dengan persetu
kat IT Kebumen,

Keputusan Menteri NDaBam Wegeri Wo. KUPD,7/12/51~10T ten -
tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan -
Daerah Kabunaten Daerah Tingkat TT Yoz ' :

Edaran Menteri Dalam Wegeri No.‘KﬁPD,V/IG/I7'temtang Pene

gasan terhadap -Tungsi. Dinas Pendapatan Daerah .y = .

Keputusan Gubernur Kepala Daeral Tingkat I Jawa Tengah -3
tanggal I2 Juli 1979 No. OP/19L/1979 tentang Pedoman Susu -
nan Organisasi dan Tata kerja Dinas PendanataniDaéfah;Ka--

 bunaten/Kotamadya Daerah Tingkat IT df Jawa Tengah,

jwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab&natén,ﬁ@e;gh'Tingh

MEMUTUSK AN . o

“Menetapkan ¢ PERATURAN DARRAH K ABUD A7y DAERIR TINGKAT IT KRBUMFN TFN -
TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN = TATA KERTA DINAS DENDAPATAN .

DAERLH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - IT KEBUMRN,

_? A.Bﬂ;‘.rito--ono.tocooo
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KETENTUAN _ UMUM

PaSE\I Ic

Dalam Peraturan Daerah ini.yamg dimaksud dengan ':

Daerah adalah Kabupaten Daeréh'Tingkaf - IT Kebumen

)

Pemerintah Daerah adalah Ponerlntah Kabunnten Daerah Tlnvkat IT Kebu—
.. memn, . ;

Bupati. KenaIa Daerah addlah Bupati Kevnala Daerah Tlngkat IT Kebumen,

-Dimas Pemdapatan Daerah adalah Dinas Dendanatan Daerah Kabupaten Dae

rah Timgkat - II Kebunen.

BAB-- ir'
KEDUDUKAN, TUGAS_POKOK DN FUNGSi.

Pasal 2.

'(I) Dlnas Pendanatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerlntah Daerah.

'(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kevala Dinas yang ber
ada dlbawah dan bertanggung Jawab kenada Bupati Kepala Daerah.,

(1)

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas @

a.

PasaI Be

‘

Mel aksanalkan segala usaha dan keglatan pemungutan, pengumpulan =

“dan pemasukan pendavatan daerah kedalam Kas Daerah secara maximum

baik terhadan sumber pendapatan daerah yang .ada maunun dengan -
penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang barw berdasarkan-

kebijaksanaan tekhnis yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah -

damn atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

‘Mengadakqn Denelitlan dan mengevaluir tata cara pemungutan pajak~
~retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pu -

- ngutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang -
- hal ‘itu menjadi hak dan wewenangnyay maupun pungutan-pungutan da-

- Co

(2

‘ri ‘Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kenada Daerah guna memn-

takan dan atalr mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan-

‘berhasil guna.

Meminpin dan mengkoordinir ‘seluruh usaha dlbldang pungutan dan -
perdapatan daerah berdasarkan ketentuan bailk yang digariskan oleh-.

- Perrerintah Pusat maupun oleh Pemerimtah Daerah..

d.

Peélaksamaan tehnis 2, b dan ¢ atas vembinaan blmblngan dan petun--
juk Dinas. Pendanatan Daerah Propinsi Daerah Tlngkat T Jawa Tengah.

Selain tugas-tugas pokok dimaksud dalam ayat (I) sub.a s/d d pasal ~-
ini, Dinas Pendanatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas
laimya ¢« = , :

Qe

b.

" Ce

merrglikuti perkembangan keadaan secara terus~menerus dan memperhati
karr akibat ataun: nongaruh-pengaruh dari keadaam itu terhadap pelak
sanaanr tugas,pokok

mengumpulkarn, memsistimatisasikan dar mengelola data-data dan ba -
Han-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas~
Dokok

membuat rancangan-r ancangan dan Program=-progranm yang dipnerlukan ba

gi nenyelengraraan tugas noknk ..

d. membuat ¢ 0 0 0 00900 oee




d. membuat perkiraan keadaam dan memberi saram-saran atau pertimbangan
pertimbangan tevat pada waktunya kepada Bumati Kepala Daerah seba -
gal bahan guna menetapkan kebijaksgaraan dar atau mengambil keputus-
an ¢ : '

e, memberi saran~saran dan pendapat kenada Bupati Kepala Daerah dalam
mermertimbangltan besar/’ beratnya pumgutan-pumgutan Daerah yang ber
macam-macarr i1tu y : ) .

f. mengolah kebijaksanaan.tenﬁang Pendapatan Daerah yang ditetapkan -
oleh Bupati Kepala Daerak . :

g. menyusun rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bakan penyusunamn-
RAPBD, serta Lnggaran .Belanja Routine dan Pembangunan Dinas Penda-
natan Daerah ¢ ' .

h, mempersiankan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dam atau kebijaksana.
~anr di bidang pungutan-nungutan Daerah ;

i, memversiapkan materi rancahgai'Deraturan-peraturan Daerah dibidang
‘Pendanatan Daerah j g

Je menyusun lavoran mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas -
Pendapatan Daerah. ' : '

Pasal UL,

Untﬁk'melaksanakan'tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah -
ini Dinas Pendapatan Daerah mermunyai fungsi e

.

as Perencanaan yang neliouti segéla usaha dan kegiatan untuk merenca
nakan rermpersiapkan, mengdolah, menelaah penyusunan pelaksamaan ke

bijaksanaan tekhnis serta program kerja.

b, Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan urtuk menye -
Tenggarakan pemungutan dan nemasukan pendapatan Daerah ¥

c. Ketata usahaan yang melinuti segala usaha dan kegiatan dibidang -
tata usaha umum, kepegawaian vnerlengkanan dan keuargan j ‘

d. Koordinesi yang baik melinuti segnia usaha dan kegiatan gﬁna.MewE
Judkan kesatwan dan keserasisn gerak yang berhubungan dengan pe -
ningkatan pendavatan Daerah ~ ‘

€. Pengawasan yang melinuti segala usaha dan kegiatan untuk melaksa-
nakan pergamanan tekhnis atau nelaksanaan tugas pokoknya sesuai @
dengan kebijaksanaan yang di tetavkan oleh Bunati Kenala Daerak -
serta Peraturan Perundangan yvang berlaku.

BA B IIT

ORGANT SAST

Ragian - Pertama

Susunan - Organisasi

'Pasal 5.

(1) Dimas Pendavatan Daerah terdiri dari

‘a8, Sub Bagian Tata Usaha §
b, Seksi P a j a k
¢, Seksi Retribusi
d, Seksi I p e d a

e. Seksi Pendanatan Tain-Iainm j ° _ : ‘

f. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dam Pengembangan g
8. Unit Pelaksana Tekhnis Dimas. :

e wu w2

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan dam masing-masing sekgi-
terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Sub seksi 5 ' o '

(3) SUb Bagian e0000 s 0w
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(3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaks anaan Tekhnis Dinas ma-
sing-rrasing dipimmin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang -
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdapatan Daerah,

s Bagian Kedua

"Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6. : : ' »

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mempersiapkan urusan surat-menyu-
rat urusan dalam, pengelolaan kevegawaian, pengelolaan kevangan, penyu-
suran perencanaan serta Deraturan Perundang-undangarn,

Pasal 7-

Untuk menyelenggarakan tugas tensebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fumgsi : , :

a. Melaksanakan’surat-menyurat, kearsinan, perjalanamr dinas dan urusan-
rurrah tangga, humas dan nrotokoI 4

"~ b, Menyiapkan penyusuran rencana dan program ketatalaksamaan Diras Pen-
: dapatan Daerah serta menyusun laporan i

¢. Melaksanmakan pengelolaanr keuangan j
de Melaksanakan pengelolaan keuangan
€ Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas |

f. Melaksanakan pengadaan barang, perreliharaan inventaris, nengaturan -
perggunaan kendaraan diras serta perlengkanan.

Pasal 8,

(I) Sub Bagian Tata Usaha terdlrl dari : .

a, Urusan Umurr j

b, Urusan Kepegawaian ¢

¢, Urusan Keuangan 7

d. Urusan Peralatan dan Perbekalan,

(2) Maalmg'- masing urucan sebagai dimaksud ayat (1) nasal ini dipimpin
oleh seorang Kenala yang benada dibawah dan bertanggung jawab kepa-
da Sub Bagian Tata Usaha ¢

A.)CI Qq

. .
—

Urusan Umrurr nenpunyal tugas melaksanakan urusan arsip, expidisi, penga
daan rumah tangga perjalaman dinas hurras dan protokol, serta tugas la=
In yang ditetapkan oleh Kepala Sub Ragian Tata Usaha,

Pasal I0, -

Urusan Kepegawaiam mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian,

PaSal II.

v

Urusan Keuangan mempunyal tugas meren¢anskan anggaran vembiayaan, pengelo
Taar dan nertanggung jawaban Keuangan.

Pasal 2.

—

Urusam peralatan dam perbekalan memounyai tugas melaksanakan nengadaan ba
rang perrelilaraan inventaris, Dimas dan nenratuvqn penggunaan kendaraan -
Dinmas serta nerlengkanan.,

'

Bagian wet:i‘ga .".'l"“.."
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Bagian Ketiga
Seksi Pajak

Pasal 13.

‘

Seksi Pajak rrempunyai tugas rrelaksanmakan pungutan pajak, membuat verhitung
an realisasi dan menylapkan target pemerirmaan pajak serta melalksanakan Kke-
glatan fntensifikasi darn ektensifikasi pungutan pajak.

Pasal 1I4.
Untuk rrenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini-
Seksl Pajak mermunyal fungsi R

a. Melaksangkan kegiatan pungutan néjak_déerah dan rrenyiapvkan targetering,

b, Melaksanakan nerrbukwan dar laporan rézliéési penerimaan dan tunggakan -
pajak-pajak Daerah ¢ : : IR - : '

¢, Melaksanakan penyelesaian urusan sengketa néjakij

de Melaksamakan pengurusan tata usaha dalan lingkungan seksi pajak

€. Melaksamakan tugas lain yarg diBerikan oleh Kepala Diras sesuai dengan
bidang tugasnya, R N

Pasal I5.
(1) Seksi Pajak terdiri dani :

a. Sub Seksi Dimas Luar ;
b, Sub Seksi Pemetanan . =
c. Sub Seksi Perencanaan Pemerimaan dan Penagikan ( P.3)..
(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maging-
rrasimg dipirmin oleh seordng Kevala yang berada dibawah dan bertamg-
- gung jawab kepada Kenala Seksi Pajak, : :

Pasal 16,

’

Sub Seksi Dimas Luar mempunyai tugas mengurmulkan data, mensistimatisasi
kan dan mengolah data serta bakan-bahan dan nelaksamaan purigutan najak.

Pasal 17,
Sub Seksi Pemetavan memvunyal tugas rmenyusun daftar obyek dan subyek pa-

Jak serta mengadakan perhitumgan; dan. perreriksaam perhitungan pemetapan =
Dajako ’

Pasal 18.

Sub Seksi Perencanzan Peneriraan dan Peragihan mermmunyai tugas qemnersi-
apkan rmemngolah dan menyusun remcana penerirmaan dan penagihan rajak. -

Raglamn=--Keempat,
Seksi Retribusi
Pasal 19
Seksi Retfibusi mempunyal tugas melaksarakan nengurusaq'tata‘usaha pungqg
an Retribusi membuwat perhitumgan realisasi dan menyiapkan target penerinma.

an retribusi serta melaksanakan ke iatan intensifikasi dan ektensifikasi-
purrgutan retribdusi.

Dasal \200 LR A I I I B A L 4
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. Pasal 20,
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, sek

si retribusi mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pengurusan tata usaha seksi .

b. melakukan kerjs sama dengan Dinag-dinas laln yang bersangkutan dalam bidang
pungutan retribusi ;

c. membuat perhitungan dan pemeriksaan perhltun an serta penetapan pungutan ;
d. menyelenggarakan pembukuan dan membuat daftar obyek dan subyek pungutan ;
eo melakukan penagihan, menyusum daftar pembayaran dan tunggakan retrlbu81 :
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

/

Pasal 21,
(1) Seksi Retribusi terdiri dari :
ae Sub Seksi Tata Usaha ;

be Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan 3
Ce Sub Seksi Pembukuan dan Penerlmaan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masingw=ma =
' sing dipimpin oleh seorang Kepala .yang berads dibawah dan bertanggung ja
wab kepada Kepala Seksi Retribusi. -

Pagal 22,

Sub Seksi Tata Usaha mempunyaiAtdgas melaksanakan tata usaha seksi.

Pasal 23.

Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai- tugas membuat perhitungan danw
pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan,

Pasal 24,

Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, -
membuat daftar obyek dan subyek pungutan serta melalksanakan penagihan,

Bagian Kelima
""Seksl Ipeda

Pasal 254

Seksi Ipeda mempunyal tu zas melakukan pengurusan tata usaha sék31, penagihan
dan menyelenggarakan pembukuan perhitungan pendapatane

Pasal 264
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daersh ini, =
Seisl Ipeda mempunysi fungsi :

as, Melaksanakan tata usaha seksi ;
be. Melakukan penagihan ;

¢, Melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan realisasi pungutan Iuren Pen=

bangunan Daerah (IPEDA) ;
de Melaksandkan tugas~tugas laln yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27 o

(1) Seksi Iuran Pembangunan Daerah terdiri dari :

ae. Sub Seksi Tata Usaha .
be Sub Seksi Penagihan 3
Ce Sub Seksi Pembukuan Perhltungan Pendapatan.

(2) -S__ub SekSi ‘.9-0010:000
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(2) Sub Seksi Sub Seksi sebaéaimana dimaksud pada ﬁasal ini masing-masing ~

dipimpin oleh seorang Kepala yang berads dibewah dan bertanggung Jamb-
kepada Kepala Seksi Turan Pembangunan. Daerah, - :

¥, e Pasal 28.

Sub Seksi Tata Ussha mempunyai tugas melaksatiakan pengurusan tata usaha sek
i, : \

 Pasal 29,

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakai penaslhan sesuai dengan -
Peraturan perundang~-undangan yang berlaku, '

Pasal 30,

Sub Seksi Pembukuan dan Perhitungan'Pendapatan'mempunyai tugas melaksanakan
pembukuan_dan melakukan pungutan Iuran Pembangunan Daersh, i .

Bagian Keenam.
Seksi Pendapatan Lain-lain,.

Pasal 31.

Seksi Pendapatan lain-lain mempunyal tugas melaksanakan tata usaha selksi, «
membuat perhitungan danm melakukan pemeriksaan perhitungan serts penetapan =

pungutan,
i Pasal 32,

Untuk menyelenggaralan tugas tersebutipada'pésal-31 Peraturan Daerah ini ~
seksi Pendapatan Lain-lszin mempunyai fungsi : :

ae melaksanakan tata ussha seksi 3 -

be membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan
pungutan ; ‘ '

Ce Mmengadakan kerja sama dengan dinas-dinas/ lembaga dalam lingkungan Peme
rintah Daerah yang melaksanakan pungutan pendapatan Daerah lainnya ;

de melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Pasal 33.

(1) -Seksi Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

as Sub Seksi Tata Usaha :
be Sub Seksi Perhitungan Penerimaan,

(2) Sub Seksi sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masingemas
-~ ..sing dipimpin olehseorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung ja
wab kepada Kepala Seksi Pendapatan lain=lain, . :

Pasal 34,
Sub Seksi Tata Usahs mempunyai tugas melaksanakan tate usaha seksi,
Pasal  35.

Sub Seksi Perhifungan Penerimaan mempunyai tugas membuat perhitungan dan me
lakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan, -

Bagian Ketujuh
Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan

Pasgal 2 ¢s9nesévessssonse
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P&sal 36.

Seksi Perencanaan, Pengawaoan, Penelltlan dan Pengembangan nempunyai tugas-
menyusun rencana dan Program Kerja, menyidapkan naskah rancangan Peraturan -
dan menghimpun Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan tugas Dinas =
Pendapatan Daerah, mengadakan pengawasan . serta penelltlan dan pengembangans-
tehnis admlnlstras1 seks1-oek51.

i

TUB I Pasal 37.

4

Untuk menyelenggarakan tuzas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, =
Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fun031.

ae mengumpulkan dan mens1st1mat1sa51kandata Berta mengurus rencana program=
kerja ; : B e e

bs menyiapkan naskah rancangan peraturan dan monghlmpun peraturan perundang
undangan yang berlaku ;

Ce mengevalua51 has11 pekerjaan seksi-seksi,

de mengendallkan dan” mengkaji kekurangan pembayaran “atau tunggakkan=tunggak ..
_ kan 'yang berhubungan dengan tugas seks1-sek51 berdasarkan peraturan per-
undang=undangan yang berlaku 3 : :

e+ melakukan usaha penelitian dan pengembangan dibidang tehqls pungutan' -
. - yang berhubungan dengan tugas seksi~-seksi’; i

f. melaksanakan tugas-tugas laln yang dlberikan olch Kepala Dinas.

Pasal 38.

.(1) Seksi Perencanaan, Pennawasan, Penelltlan dan Pengembangan terdlrl dari:

~ as Sub Seksi Perencanaan ;
be Sub Seksi  Pengawasan ;
Co Sub. Seksi Penelitian dan Pengembangan tehnis administrasi.

(2) Sub Seks1-Sub Seksi sebagalmana dlmaksud ayat(1) pasal ini masing-masing
~ dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung-aawab -
kepada Kepala Scksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

{Pasal. 39.

Sub Seksi Porencanaan mempunyai tugas mengumpulkan -dan nens1st1matlsa81kan- o
data serta menyusun rencana -dan program kerja Pungutan Dinas Pendapatan, me
nyiapkan naskah Rancangan Peraturan dan menghlmpun peraturan—peraturan yvang
berlaku, uerta menyusun naskah laporan. : bis o .

'Pasal--4o. [Py B :

Sub Sek31 Pengawasan mempunyai tugas mengevalua31, menuondalikan dan menguw=
Ji hasil pekerjaan' serta pelaksanaan pembayaran tunpgakan-tungvakan yang
berhubungandengan tugas 0ekbi--seks:.. ' :

Pasal 41,

WG 3 ‘ 4

Sub Seksi Penelltlan dan Pengembangan tehnls;admlnlstraul mempunyai tugas -
melaksanakan usaha-usaha penelitian dan pengembangan dlbldang tehnis pungut
an yang berhubungan dengan tugas sek31-sekql. : i .

Bagian Kedelapan
Unlt Pelaksanan Tehnis Dinas -
Pasal 420

D PP S T (1) Bupati sevssencons

5 L SOTIU R X
S Wy



— A

(1) Bupati Kopala Daerah Aapat membentuk
unsur penunjang sebagian tugas Dinas
atau beberapa Wilayah Kecamatan,

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas terscbut

EI

=

Unit Pelaksana Tokhnis Dinas sebagai
Pendapatan Dderah yang meliputi satu

‘dalam ayat (1) pasal =

'ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri,,

[P 4

P

BABE IV :
TATA KERJA

Kepala Dinas Pendapatan

Daerah déla&“melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi

jaksanaan yang ditetapkan oloh Bupeti Kepala Daewrnh,

Pasal 44, -

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinag Pendapatﬁn Daerah,

an dan pare Kepala Seksi wajib

Kepala Sub Bagi

menerapkan prinsip koordinasi, intregrasi «

dan 8inkronisasi secara vertilal dan horisontal’ baik lingkungan masingemng =
8ing maupun antars satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerahe
serta dengah Instansi lain sesuai dengan tugas masing=nasing,

Pasal 45,

(1)
: erah bertanggung Jawab
sing danmemberikan
-annya

(2)

Setiap pimpinaﬂ:satuan organisasi dalam liﬁéﬁuﬂgan Dinas Pendapatan Da-
meminpin dan mengkodrdinagi bawahanny a masing=ma
serta petunjuke=petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawah

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan nasing=masing dan menyam w=

paikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan

orgenisasi bawahan wajib dal

olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut unt ke
meherikanpetunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal

Para Kepala Seksi

460

pada Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan iaporan'kepada,-

Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berka

la Kepala Dinas.

Easal 47 .

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh -

Pimpinan Satuan Organisasi Bawahannya dan dalem rangks,
da bawahannya masing=masing nengadakan repat berkala.

memberi bimbingan ko=

| Pasal 48.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran PeraturanDaerah ini,

BAB=V .
KETENTUAN LAIN~-LATN
Pasal 490

Jenjfang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian se
sual dengan Peraturanperundangan yang berlaku,

Pgsa.j. 50 teassensy






SUSUNAN ORGANISASI
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i PEN»JL‘LAS‘AN_

i PERATURAN DAERAH KABURATEN DATRAH TINGKAT II KEBUID N

NOMOR : 05 ’I.‘AHUN 1981
.. TENTANG !

.FE' SUQUNAN QRGANISASI DAN TATAKERJA DINAS BDNDAPATAN DA

ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

j

T& PE\IJELASAN UMUM :

Untuk leblh menlnghatkan kelancaran dan pongewbangan ponycl*nguaraan

Pemerlntah dan. pembangunan secarg berdaya-guna dan berhasil=suna . khusug

. nya yan7 menyangkut bidang Pendapatan Dacrah di Kabupaten Dacrah Ting =

“kat IT ‘Kebumen, perlu meninjau dan nengtapkan kemhali gusuwnan dan Tata-
"kenaa Dinas Pendapatan Daerah uaourﬂten Dacrah Tlngkat II ucuumon.

i
{

. Untur maksud tersebut diatas haka sesuai dengan pasal, 49 ayat (2) Un
dang-undang Noes5 Tahun 1974 Jo.uoputuSan Mentori Dalam Negeri Noe363 Ia
hun 1977 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No KUPD'7/38/17/197T maka di

pandanb perlu nenuangkan Susunan Orzanisasi dan Tatakerja Dinas Penda =.

patan Daerah Tlnckat IT Kubunon dalam Peraturan Daerah..

II. PENJELASAN PAuAL DEMI PASAL

. Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3 dah§4l'
Pasal 5

Pasal é’s/d 41
Pasal 42 .

Pasal 43 s/d A8

Pasal 49 ayat (2):

Pasal'51.é/d'53

.

e

cMmpadﬂm

3] Pcndapdtan Dacrah adalah uemua pendapatan Daerah yang

menjadi wewenang . daerah Tingkat II yang berupa hasil-
paaak daerah, hasil retribusi daerah, hasil Perusaha-
an Daorah dan luan~la1n uzaha yang saha-

:_cukup Jelna.

: Susunan Organlsasl ini adalah pcncernlnan dari urusan

‘yang discerahkan Pemurintah Pusat Lopama Uaerah maupun
Curusan rumah wangga dacrahe

1

i cukup jelase

Sesuai dengan koputusan Menteri Dalam Negori Nol.363 =
Tohun 1977 pasal O ayat (2) maka pembentukan Unit Pe=

- laksana tehnils Dinas harus berpedoman pada icputusan=

Monter:. Dalam Negeri sambil menungegu Keputusan llente-
ri:Dalam Heogewi dimaksud, make Unit Peloksana Tehnis-

' Dinas yang sudah }aa dlnyatakan sudah berlaku.

:'cukup Jelas.

 Pada - prlnalpnyﬂ jabatan Kc nla Dinas Pendapatan Dae =
rah adalsh jabatan Karier.

- Disamping itu lkorcna Dinas Pendapatan Decrah adalah =
- Aparat Daerah, moka pengisianjabafon terscobut diutama
- kan kepeda Pogawal Dacerah. v,k :

cukup jelas, - 2 E s,

mrmmenmmw=00000=2sn=ex



